KOTA TEGAL HIMPUN PENDAPATAN Rp1,052 TRILIUN PADA TA 2023

Sumber Gambar:
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Isi Berita:

Tegal (ANTARA) - Realisasi Pendapatan Kota Tegal pada tahun anggaran (TA) 2023
mencapai Rp1,052 triliun, tepatnya Rp1.052.246.607.757, atau terealisasi 92,42 persen
dari target Rp1.137.851.249.927.

Capaian tersebut disampaikan Penjabat Wali Kota Tegal Dadang Somantri dalam
sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal Agus Dwi
Sulistyantono pada Rapat Paripurna Penyampaian dua Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) Kota Tegal, Raperda tentang RPJPD Kota Tegal tahun 2025-2045, dan
Raperda Kota Tegal tentang LPP APBD tahun anggaran 2023, di Ruang Paripurna DPRD
Kota Tegal, Jumat (14/6/2024).

“Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian
sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan
perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan, yang
meliputi: Pendapatan dengan anggaran pendapatan daerah: Rp1.137.851.249.927 dan
realisasi pendapatan daerah Rp1.052.246.607.757, realisasi pendapatan daerah sebesar
92,48 persen,” ujar Pj. Wali Kota Tegal.

Adapun untuk realisasi anggaran belanja, Kota Tegal tahun anggaran 2023 sebesar
Rp1.075.123.660.462 dari target sebesar Rpl1.176.329.278.350 atau realisasi belanja
daerah sebesar 91,40 persen.

Pj. Wali Kota menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kota Tegal tahun anggaran 2023 telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada 13 Maret 2024 lalu, dan telah dilaksanakan
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dua kali pemeriksaan oleh Tim Audit BPK yaitu pemeriksaan interim pendahuluan pada
31 Januari 2024 sampai 28 Februari 2024 dan pemeriksaan rinci (lanjutan) pada 18 Maret
2024 sampai 26 April 2024.

Atas pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota
Tegal tahun anggaran 2023, telah disampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) disertai
dengan opini, dan menurut opini BPK, laporan keuangan Pemerintah Kota Tegal
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material atau "Wajar Tanpa
Pengecualian" (WTP).

Atas pencapaian tersebut, atas nama Pemerintah Kota Tegal Pj. Wali Kota menyampaikan
ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku terkait yang telah bekerja
keras dan bekerja sama dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota
Tegal tahun anggaran 2023 ini sehingga mendapatkan opini WTP.

“Semoga capaian ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang,” pungkas Pj.
Wali Kota Tegal. *** (Nur Istibsaroh/ksm)

Sumber Berita:

1. https://jateng.antaranews.com/berita/536574/kota-tegal-himpun-pendapatan-rp1052-
triliun-pada-ta-2023, “Kota Tegal himpun pendapatan Rp1,052 triliun pada TA 2023”,
tanggal 14 Juni 2024.

2. https://www.puskapik.com/34254/seputar-pantura/tegal/kota-tegal-tahun-2023-
kantongi-pendapatan-rp-1-triliun-lebih/, “Seputar Pantura Tegal Tahun 2023
Kantongi Pendapatan Rp 1 Triliun Lebih”, tanggal 15 Juni 2024.

Catatan :

e Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah
yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.!

e Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan

desentralisasi.?

! Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

2 Kemenkeu, diakses dari : https:/djpk.kemenkeu.go.id/?ufag=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-
daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%?20peraturan%20per
undang%2Dundangan, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05
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e Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam

mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah

dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun

pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah

memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap

pembangunan daerahnya.’

e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara

a.

Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional

sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan.

Pasal 2

1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi
pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas
tanggung jawab keuangan negara.

2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan

keuangan pemerintah memuat opini.

Penjelasan

1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan
bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan
disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan
pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.
Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan
rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan
menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK
disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya

ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

3 jdih.babelprov , diakses dari : https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-
tanpa-membebani-masyarakat, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05
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2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar
akuntansi pemerintahan, (ii)) kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv)
efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang
dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian
(unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified
opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan
menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).
e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya
disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan
mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha
Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga

atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan AKkhir:

e Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh
BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:*

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa
laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material,
posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia.

2.  Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa laporan
keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi
keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang
diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4 BPK RI, “Ragam Opini BPK ", diakses dari: https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk, pada tanggal
17 Mei 2023, pukul 11:14
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4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan
Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila
lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

e Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran
penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini
WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang
besangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya
(publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban
APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi
tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa
opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN).’

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi

5 Ibid
. _________________________________________________________________________________________________________|]
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